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GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR  26 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

KLASIFIKASI ARSIP  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 
Menimbang : a. bahwa pengelolaan Arsip dinamis yang efektif dan efisien 

perlu dilakanakan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan Visi Pembangunan 
Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola 

Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; 
 b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pengelolaan arsip dinamis khususnya dalam pembuatan 

klasifikasi arsip di Pemerintah Provinsi yang berdasarkan 
pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana 
dibutuhkan serta berdasarkan atas keauntentikan dan 

keterpercayaan;  
 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Klasifikasi Arsip; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,                       
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958             
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1649);  

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                  

Nomor 152, Tambahan   Lembaran    Negara    Republik    
Indonesia Nomor 5071); 

 

 
 
 

 

SALINAN 



2 

 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan            

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019                  
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 6398); 
5. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                   
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan  Menteri  
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 
 
 

                    MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP. 
 

 
             Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 
3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan              

daerah Provinsi.  
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa              

dan bernegara. 
6. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas 

berdasarkan masalah yang dimuat didalamnya dan 

merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan 
penemuan kembali arsip. 

7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara 
berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas 
instansi menjadi beberapa kategori unit informasi 

kearsipan. 
   

Pasal 2 
 

 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam penataan dan penemuan kembali Arsip dalam 
mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi 
Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana 
menuju Bali Era Baru. 

 

Pasal 3    
                        

Klasifikasi Arsip Pemerintah Provinsi, meliputi :  
a. 000 Umum; 
b. 100 Pemerintahan; 

c. 200 Politik;  
d. 300 Keamanan dan Ketertiban; 
e. 400 Kesejahteraan Rakyat; 

f. 500 Perekonomian; 
g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan; 

h. 700 Pengawasan; 
i. 800 Kepegawaian; dan 
j. 900 Keuangan. 

 
Pasal 4 

 
(1) Bentuk dan susunan pola serta cara penggunaan 

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 5  

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal                             

diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.  

 

 
Diundangkan di Bali 

pada tanggal 24 Mei 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 

 ttd 

 
 DEWA MADE INDRA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 27 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PARAF KOORDINASI 

Sekretaris Daerah   

Assisten Pemerintahan dan 

Kesra 
 

Kepala Biro Hukum   

Kepala Biro Umum dan 

Protokol  
 

 

Ditetapkan di Bali 
pada tanggal 24 Mei 2022 

 
GUBERNUR  BALI, 

       
 ttd 

  
 

WAYAN KOSTER 
    


